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, TENTANG :
| PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '

B BUPATI BOMBANA

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
R pemermtahan yang bersih dan bebas dari korupsi,
| kolusi dan nepotlsme ‘di Pemerintahan Kabupaten

- Bombana dan untuk menlndaklanjutl Pasal 12 B dan

B Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
~ tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana-

1 Korupsi, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati

bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dlmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di

B Llngkungan Pemerlntah Kabupaten Bombana

o ‘Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
. Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

“Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan
‘1,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

' Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 3874), sebagalmana telah diubah dengan Undang—Y ,
~Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor .
4150); 3 '
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kom1s1

- Pemberantasan Tindak p1dana Korupsi (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250), sebaga.tmana ‘telah diubah dengan Undang-
~Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara‘ls
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Repubhk Indones1a Tahun 2015 Nomor IO7 Tambahan L
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698),

' Undang-Undang ‘Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

, Indone31a Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 o

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indone51a -

* Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara S
Republik Indonesia Nomor 5679); - e
Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 20I4. Nomor 6, Tambahan Iembaran Negara o
- Republik Indones1a Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

'Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan s
'Pemermtahan ‘Daerah (Iembaran ‘Negara Republik

Indonesia ~ Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem’ Pengendallan Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a Nomor

- 4890);

Peraturan Pemenntah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara -
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 20 12 2025 dan Jangka
Menengah Tahun 20 12-2014); '

" Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan o
Refiormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
~ Pedoman Pembangunan Zona Integritas = Menuju

 Wilayah Bersih dari Korups1 dan Wilayah Birokrasi
~Bersih dan Melayam di Llngkungan Kementerlan/ :

Lembaga dan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsx Nomor 2 :
~ Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan
~ Status Gratifikasi’ (Benta Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 2101}, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan  Komisi Pemberantasan Korupsi -

f Nomor 6 Tahun 2015 (Berlta Negara Repubhk Indones1a o
~Tahun 2015 Nomor 1863); - -

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun g
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

 Daerah Kabupaten 'Bombana; (Lembaran Daerah -
B Kabupaten Bombana Tahun 20 16 Nomor 9); ‘

Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun ‘2016

- tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, ‘Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Bombana o el /

/




MEMUTUSKAN

 Menetapkan PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PEDOMAN
S i | PENGENDALIAN 'GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA |

, BABI N
KETENTUAN UMUM '
‘ : Pasal 1

Dalam Peraturan Bupatl ini yang dunaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana ; ,
o2 Pemenntah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Bombana g
380 Bupatl adalah BL|1pat1 Bombana. it .
4, Sekretans Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Bombana =
5 ‘Pe_]abat/ Pegawa1 IKabupaten yang selanjutnya disebut PeJabat/ Pegawai -
~adalah Bupat1 Wak11 ‘Bupati, ‘Aparatur Slp11 Negara, Calon Aparatur Sipil
Negara Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, dan
. ]Pegawal yang beketja untuk dan atas nama Pemenntah Kabupaten
. Bombana ey
C 6. - [Komisi Pemberantasan Korup31 yang selanjutnya dlsmgkat KPK adalah
e Iembaga negara yang 1ndependen dengan tugas dan wewenang melakukan

o ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KOH‘IISI Pemberantasang
. Tindak Pidana Korups1 : : 1
Y 'tPerangkat Daerah Kabupaten: yang selanjutnya d1s1ngkat PD Kabupaten_
~ jadalah Sekretalilat Inspektorat Badan, , dan Dlnas d1 hngkungan .
SRy Pemerintah Kabupaten Bombana. | ' _
- 8. |Badan Usaha Mzhk Daerah yang selan_]utnya dzsmgkat BUMD adalah =5
Badan Usaha M111k Daerah yang dldmkan oleh Pemermtah Daerah ‘dapat =
Rt berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas. ;
9. ~Inspektorat ‘adalah Inspektorat Kabupaten ‘Bombana yang merupakan
.- unsur pengawas penyelenggaraan pemerlntahan daerah \ : ,
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dlsmgkat UPT adalah unsur 1
: pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan. = ' :
~11. |Gratifikasi adala]h pembenan dalam arti luas, yakm uang, barang, rabatV e
e '(dzscount), ; koml plnjaman tanpa ‘bunga, tiket perjalanan,  fasilitas
penglnapan, perjalanan msata pengobatan cuma—cuma, dan fas111tas
- lamnya, baik yang diterima di dalam negen maupun di luar negerz, yang - '
- dilakukan dengan menggunakan sarana elektromk atau tanpa sarana '
© . lelektronik. e ' ‘ : .
12, Pengendahan Gratlﬁka31 ada.lah suatu s1stem yang bertujuan untuk
o mengendahkan penenmaan gratlfika31 secara transparan dan akuntabel‘ R
- |melalui serangkalan kegiatan yang mehbatkan parhs:pas: aktif badan
) pemenntahan, ‘dunia usaha dan ' masyarakat untuk membentuk '
sl lingkungan pengendahan gratlﬁka51 TR ' ‘
~13. Unit Pengendaha’n Gratifikasi yang selanjutnya d1s1ngkat UPG adalah umt [
- kerja yang. bertanggunglawab untuk ‘menjalankan fungsi pengendahan =
'gratlﬁkas1 d1 lmgkungan Pemenntah Kabupaten Bombana e

e

pemberantasan tindak pidana korupsi, ‘yang ‘dibentuk berdasarkan
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Pemben adalah para plhak ba1k perseorangan, sekelompok orang, badan B
hukum atau lembaga yang membenkan grauﬁka31 kepada penenmaf |
gratlfikasx | .
Formuhr Pelaporan Granﬁkas1 adalah lembar isian yang d1tetapkan olehfn ,
KPK dalam bent‘uk elektronlk atau non elektromk untuk melaporkan i
 Penerimaan Gratlﬁka31 : = ~ .
Pelapor -‘ Gratlfika81 : yang , selan_]utnya d1sebut Pelapor ; adalah v
Pejabat/ Pegawa1 Negen yang menerima gratlﬁka31 dan mengisi formulir
gratlﬁka51 sesua1 prosedur dan kemud1an melaporkan kepada KPK atau -
melalulUPG e ' ‘ ~ .
Laporan Grahﬁkam adalah dokumen yang berl31 1nforma31 lengkap E
penenmaan gra14ﬁkas1 yang d1tuangkan dalam Formullr Pelaporan
iGrat111ka81 oleh Pflapor & ~ i
Konflik kepentmgan adalah kondlsl dan Pejabat/ PegawaJ yang patut -
d1duga mem111k1 kepentmgan pnbach dan ~dapat mempengarum 3
pelaksanaan tugas atau kewenangan secara t1dak patut. S
Kedlnasan ‘adalah seluruh aktivitas resml Pe_]abat/ Pegawa1 dalam e
pelaksanaan tuga'ls, fung81 dan Jabatan ‘ 3
Berlaku umum adalah suatu kond131 bentuk pembenan yang dlberlakukan:f ’
sama dalam hal Jlems bentuk, persyaratan atau mlm untuk semua peserta o
Jdan memenuh1 prinsip kewajaran. : ‘ S
Kurs Tengah Bank Indonesia adalah n11a1 tukar valuta as1ng dengan mata -

uang Rupiah yang didapatkan dar1 rata—rata kurs Jual dan kurs beli ( Kurs o
: Kurs ]ual-‘-Kurs Beli ) ; L ‘

pada han tertentu e

i | BABII S
MAKSUD TUJUAN DAN PRINSIP T
- Baglan Kesatu =~
~ Maksud dan 'I‘ujuan
5 Pasal 2 '

Peraturan Bupat1 ini dlmaksudkan untuk membenkan pedoman kepada

gratifikasi d1 hngkungan Pemermtah Daerah
Peraturan Bupat1 ini bertujuan

a. memngkatkan pengetahuan dan pemahaman Pe_]abat/ Pegawa1 Negen

: tentang grauﬁka31 e

fb.'menmgkatkan kepatuhan PeJabat/ Pegawa1 Negen terhadap ketentuan

 gratifikasi;
c. menmptakan 1|1ngkungan ker_;a dan budaya kexja yang transparan dan, :
. akuntabel di lingkungan Pemenntah Daerah;

| d membangun integritas Pejabat/ Pegawai Negen yang ber31h dan bebas

‘dari korup31, kolusi dan nepotlsme, dan

' e.'menmgkatkan kredlblhtas ~ dan kepercayaanh pl? atas

o penyelenggara.an layanan pada Pemerlntah Daerah

‘Pejabat/ Pegawa.liNegerl dalam memaham1 mengendahkan dan mengelola | e



Baglan Kedua e
Pr1n31p Dasar i
Pasal 3.

(1) Set1ap Pe_]abat/ Pegawal Negerl Wajlb menolak gratlﬁkas1 yang d1ketahu1 L

sejak awal berkaltan dengan Jabatannya dan berlawanan dengan ,
kewa31ban atau tugasnya, meliputi grat1ﬁkas1 yang d1ter1ma .

LAl

berkaitan dengan pembenan Iayanan pada masyarakat dlluar e .
T penenmaan yang sah; : ' ‘ :

berkaitan den gan tugas dalam proses penrusunan anggaran dﬂuar -

‘penerimaan yang sah; : g s
. berkaitan dengan tugas dalam proses pemenksaan, audlt momtonng,
- dan evaluasi diluar penerimaan yang sah; (3 st o

. berkaltan dengan pelaksanaan per]alanan dlnas dlluar penenmaan yang o
sah /3 resrm danI Pemenntah Daerah; : :

dalam proses penerimaan/ promosi/ mutasi pegaweu

1 dalam proses komumkam, neg031a31 dan pelaksanaan keglatan dengan
: pihak lain berkaltan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; - 5
. sebagai aklbat dari perJanJlan kexjasama kontrak/ kesepakatan dengan e

p1hak 1a1n,

. sebagai ungkapan tenma ka31h sebelum selama atau setelah proses
‘pengadaan barlang dan jasa; ~ o P =

merupakan hadiah atau suvemr bag1 pegawa1/ pengawas/ tamu selama
;kun_]ungan dmas, ' ‘ : ~ ; ~ S
= merupakan fa*lsmtas entertammen, fasxhtas wxsata, dan/atau voucher_ ,
‘oleh- PeJabat/ Pegawai Negeri dalam keglatan -yang berka1tan dengan
= pelaksanaan tugas dan kewajlbannya dengan- pemben grat111kas1 yang
 tidak relevan dengan penugasan yang diterima; : g
: dalam : rangka mempengaruhl ' kebgakan/ keputusan / perlakuan |
v pemangku kewenangan; dan /atau : -
~dalam pelaksanaan pekerjaan yang berkaltan dengan jabatan dan
) bertentangan dengan kewajlban atau tugas PeJabat/ Pegawal n :

N )| Setlap PeJabat/ P"egawal Negen dllarang membenkan gratlﬁka51 kepadai o
' Pegawai Negen atau Penyelenggara Negara lainnya yang berkaitan dengan' '
jabatan ¢ dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. :

e (3) Penolakan gratlﬁka51 sebagaumana dlmaksud pada ayat (1) d11aporkan

kepada UPG.

(4) Dalam hal UPG belum terbentuk pelaporan dlsampalkan kepada baglan

: yang. menjalankan fung31 pengawasan/ kepatuhan atau kepada atasan,‘ |
e langsung | : ,

Pasa1k4 S

. (1) Kewa_uban penolakan grat1ﬁkas1 sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 3

ayat (1) dlkecuallkan dalam hal: b
. a. gratxﬁka& tidak diterima secara langsung, h f
S b pemben gra t1ﬁka81 t1dak d1ketahu1




c. penenma ragu dengan kuahﬁka81 gratlfika51 yang dlterlma, o ,f o
d grat1ﬁkas1 diberikan dalam rangka keglatan adat istiadat atau
| upacara keagamaan, dan/atau S ‘
| e. adanya kondisi tertentu yang tidak rnungkm ditolak, yaltu'
S penolakan yang - dapat mengaklbatkan rusaknya hubungan baik
o ;1nst1tu31 ‘membahayakan penerima, dan/ atau mengancam lea/f S
S ~harta atau ’peker_]aan Pejabat/ Pegawai. = St
: (2) Pejabat/ Pegawa1 Negeri yang tidak dapat menolak karena memenuhlg :
e kOl‘ldlSl sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) Wapb melaporkan gratlﬁkas1 o
- tersebut kepada KPK melalui UPG. Sk
_ (3) Dalam hal PeJabat/ Pegawa1 Negeri menenma gratlﬁkas1 yang tidak dapat' :
d1tolak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan yang mudah» i
busuk atau| rusak penenma grauﬁka51 Wa_]lb menyampmkannya kepada, :
@) Dalam rangka memenum pnn31p kemanfaatan, UPG menyalurkan N
B makanan sebagalmana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, pantl o
L Jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosml 1a1nnya -
{5 Penyaluran lgratlﬁkam oleh UPG sebagalmana d1maksud pada ayat (4) e

d1bentahukan kepada KPK
- BAB m i
PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI
ENE Pasal 5 ,

‘ ‘Pejabat/ Pegawa1 Negen waJ1b melaporkan setlap grat1ﬁkas1 yang d1ter1manya

: _y ; -kepada KPK atau melalul UPG, kecuah dalam hal:

a. pembenan dala}n keluarga yaitu kakek/ nenek bapak/ ibu/ mertua e

‘ suamx/zstn anak/menantu anak angkat/wah yang sah, cucu, besan,

paman/] bibi, kakak/ adik/i 1par sepupu dan keponakan sepan_]ang tldak’ 3

terdapat konflik kepentmgan, ! O

: b. pembenan dalam bentuk hldangan atau sajlan yang berlaku umum, i N
- c. pemberian | beru'pa keuntungan atau ‘bunga ‘dari penempatan dana,

~investasi atau kepemzhkan saham pnbad1 yang berlaku umuim; SEE

d. ‘manfaat dari kopera31, orgamsas1 ‘kepegawaian atau orgamsas1 yang o

'sejems berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum; : B

e seminar k1t yang berbentuk seperangkat ‘modul, alat tuhs plakat 3

sertlfikat tas dan ‘pakaian dengan logo atau 1nforma31 terkalt instansiyang -

berlaku umum, yang dltenma dalam semmar/ pelatzhan / Workshop/ S

~ konferensi atau keglatan sejenis; o : : S

~f. hadiah, apres1a31 atau penghargaan darl keJuaraan, perlombaan atau -

» kompet131 yang dnkutl dengan b1aya send1r1 dan t1dak berkaltan dengan

R kedmasan,‘ ;
g 7penghargaan baik berupa uang atau barang berkaltan dengan penmgkatan

. |prestasi kerJa yang diberikan oleh pemenntah sesua1 dengan peraturan'

e perundang-undangan, o : . S <

-~ h. hadlah langsung/ undlan, , dlskon/ rabat voucher poznt rewards atau

souvenir yang berlaku secara umum dan’ tldak berkaltan dengan

‘kedlnasan FT o SR R o /. |
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pembenan kompensas1 atau honorarlum atas profes1 dlluar keglatan"j

kedlnasan yang tidak berkaltan dengan tugas dan kewajlban sepanjang o
tldak terdapat konﬂlk kepentmgan dan tldak melanggar peraturan / kode K

etlk Pejabat / Pegawal yang bersangkutan

kompensas1 yan diterima berkaltan dengan Vke'glatan kedmasan sepertl" ’
honoranum b1aya transportasi, biaya akomoda31 dan pemblayaan yang .

telah d1tetapkan |dalam standar b1aya yang berlaku di instansi penerima

gratlﬁka31 sepanjang tidak terdapat pemblayaan ganda tldak terdapat e

benturan kepentmgan dan t1dak melanggar ketentuan yang berlaku d1 %
1nstans1 penenma, Lo : : e R

karangan bunga dengan n11a1 yang wajar, . O o :
pemberlan berkaltan dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, :
pemlkahan kelahlran, aqgiqah, baptls, khltanan, potong gigi, atau upacara

s adat/agama 1a1nr‘1ya pahng banyak Rp. 1. 000. 000, 00 (satu juta rupiah); '
bmgkman / cmderamata/ souvenir “atau - benda seJems yang diterima

tamu/ undangan dalam penyelenggaraan pesta sebagalmana dlmaksud
pada huruf I pahng banyak Rp. 1. OOO 000,00 (satu Juta ruplah),

pembenan berka1tan dengan mus1bah atau bencana yang dialami bleh . =
penenma gratlﬁka31, suami, 1str1 anak bapak 1bu mertua, dan/ atau
menantu penenma grauﬁkam palmg banyak Rp 1 000 000 OO (satu Juta :

,ruplah)

pemberlan sesama pegawal dalam rangka plsah sambut pensnm promos1 . By
Jabatan dan /atau ulang tahun yang tidak berbentuk uang atau alat tukar
1a1nnya pahng banyak Rp.. 300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan total

pembenan Rp 1.000. 000,00 (satu juta rup1ah) dalam waktu 1 (satu) tahun o

- .dari pemben yang sama; dan =
‘pembenan sesama rekan kelja, atau. t1dak dar1 bawahan ke atasan dan

~tidak dalam bentuk uang atau. alat tukar lamnya paling banyak Rp.. =
200.000,00 (dua ’ratus ribu ruplah) dengan total pembenan paling banyak S

Rp 1.000. 000 00 (satu Juta mplah) dalam 1 (satu) tahun da:ﬂ pemben

' Pasal 6

Dalam hal penenmaan grahﬁkam sebagannana dxmaksud dala;m Pasal 5l

harga pasar pada saat pembenan

Tengah Valnta Bank Indone81a pada tanggal penemmaan

Pasal 7

Laporan grat1fikas1 sebagalmana d1maksud dalam Pasal 5 ayat. (1) q
dlsampalkan secara tertuhs menggunakan sarana - elektronlk atau |
nonelektonik dengan mengisi formuhr pelaporan gratlﬁka31 L
Laporan gratlﬁka si sebaga:mana dzmaksud pada ayat (1) dlanggap lengkap

‘ apablla sekurang—kurangnya memuat

bukan - dalam bentuk uang, penenmaan tersebut d1h1tung berdasarkan B

Dalam hal penerlmaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 dalam ) :
‘bentuk valuta asing, penerimaan tersebut d1h1tung berdasarkan Kurs




~ a.nama dan‘ alamat lengkap penenma dan pemben gratlﬁkas1
o b jabatan PeJabat/ Pegawa1 Negeri; e S
o c tempat dan w tu penenmaan grat:fikasz, = {’ :

fl uraian anlS grat1ﬁkas1 yang diterima; dan .

e. nilai grat1ﬁkas1 yang diterima.

(3) Pelaporan gratlﬁkas1 sebaga1mana | d1maksud pada ayat (1) dllakukan B

dengan cara:

a. dlsampalkah kepada KPK pahng Iambat 30 (t1ga pquh) har1 ker_ja se_]ak' ‘

X gratlﬁkas1 diterima; atau

7 (tujuh) hari ker_]a sejak grat1fika51 dltenma

b d1sampa1kan kepada KPK me1a1u1 UPG dalam Jangka waktu palmg 1ama; v f .

: , C'(4) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3). huruf b meneruskan laporan s

yang dl’cenmanya1 kepada KPK dalam Jangka waktu 14 (empat belas) han* '

kerJa sejak laporan gratlfika81 diterima.

E 5} ] KPK menetapkan status kepermhkan gfatiﬁka& dalam Jangka waktu 30 -

(tlga puluh) han kezja seJak laporan gratlﬁka31 dltenma secara lengkap

S ‘ BAB IV s e
UNIT PEN GENDALIAN GRATIFIKASI
' Baglan Kesatu jjf
Susunan Orgamsa& o
‘ Pasal 8. |

. (1), Dalam rangka melaksanakan program pengendahan gratlﬁka31 dlbentuk

~ ;UPG. \ ‘
- {2) susunan keanggotaan UPG sebagalmana dxmaksud pada ayat (1), SN
. terdiri dari: R : SR
Ca Pembma' g Bupati
| 2. Wakil Bupati -
b Pengarah o :‘:qSekretans Daerah
'~ c.Ketna -+ Inspektur | , :
- d. Sekretaris |~ : Sekretaris pada Inspektorat | e
e.Anggota | : Inspektur Pembantu, Kepala Seksi, Kepala Sub |

o Bag1an, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD) pada '
~ ‘Inspektorat

= (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG d1bentuk Sekretanat UPG yang' 8

‘ d1p1mp1n oleh Sekretans UPG.

: - (4)'Susunan keanggotaan UPG dan Sekretanat UPG sebagalmana dlmaksudi L

Bupat1

':\”Paéalv 9«

‘ pada ayat (21 dan ayat (3) d1tetapkan leblh lanJut dengan Keputusan '

(L) Untuk menjalankan fungs1 koordma31 pelaporan grahﬁka31, Ketua UPG ¢

atas nama Bupau menunjuk I (satu) orang pegawa1 pada PD yang bertugas

7,




"UPC

E melaksanakan sos1a11sas1 gratlfika31 dan atau melaporkan keglatan yang'

berlndlkam grat1fikas1 di PD. , : : , L
(2) Penetapan dan rincian ‘tugas pegawa1 sebagmmana dzmaksud pada ayat ( 1) o

G mempunya1 tugas

a. ‘mempers1apkan perangkat aturan, petunJuk teknls dan se_]emsyak

i b,

dltetapkan dengaln Keputusan Ketua UPG

Baglan Kedua ‘
Wewenang dan Kewa_uban UPG
Pasal 10

untuk mendukung penerapan pengendahan gratlfika31, .

'menenma, ' menganahsa, dan mengadmm1stra31kan laporan'
penenmaan dan penolakan graﬁﬁkasx dari Pejabat/ Pegawa1

- meneruskan laporan penerimaan grat1fika31 kepada KPK; o
ﬁmelaporkan rekap1tulam laporan grat1ﬁka31 secara perlodlk kepada DR

KPK; ; : : - 2o
enyampmkan has11 pengelolaan laporan granﬁkas1 dan usulan‘

ﬂkebl_]akan pengendalian gratlﬁ kasi kepada pimpinan instansi ; ;
fmelakukan sosialisasi aturan grauﬁka31 kepada plhak 1nternal dan' 3
feksternal instansi; . i
: melakukan pengelolaan barang grat1ﬁkas1 yang menjadl kewenangan”
;1nstan31, T : L : ~ i
. melakukan pemetaan t1t1k rawan penenmaan dan pembenan 2
*grat1ﬁkas1 dan et
. ‘melakukan. momtonng dan evaluas1 penerapan pengendahan o
i igratlﬁka31 ' ~ 2

Pasal 11 :

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewaijan

LN -

‘melakukan pemllahan dan menyampaikan laporan hasil pemllahan atas' e
tlaporan penenmaan dan penolakan gratlﬁka31 kepada KPK setlap har1 S
kerja. pertama setiap mmggu o e - S
. menyampalkan laporan rekap1tula31 penanganan dan tmdak lanjut' .
laporan penerimaan grahhkas1 yang ¢ dlkelola UPG kepada ! KPK o
. 'menyampa;kan laporan rekap1tu1a31 penanganan dan tindak lan_]ut,.
laporan pehenrr aan ‘dan pembenan grat1fikas1 kepada Bupat1 secara*
periodik; R : ' : '
'merahasiakan 1dent1tas pelapor grat1fikas1 ~ ~
. | melakukan koordmasx dan konsultas1 kepada KPK dalam pelaksanaan s
pengendahan gratlﬁka51, ey : g ; '
' melakukan pemantauan tmdak lanjut atas pemanfaatan penenmaan o
‘ gratlfika81 terhad ap gratlﬁka31 yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
melakukan _pengkajian titik rawan potens1 teljadlnya grat111kas1 di
lmgkungan Peme,rmtah Daerah;dan - - , ‘
mengoordmamkan pelaksanaan dlsernlna31 program pengendahan
gratlﬁka31 , ‘ Gl R AT BN FRNE R AR




Pasal 12

Terhadap gratlﬁkam yang dztetapkan KPK dzkelola oleh Pemermtah Daerah

- UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaltu

: -a.

jdlmanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan

~ Pemerintah Daerah; dan/ atau e

dlsumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sos1a1 Ialnnya
d1kembahkan kepada pemben gratzfikas1, i s :
dlkembahkan kepada penenma gratlﬁka31, atau A

.@:9—;9“! o

",:(1)

: ,(2)

g

’dlmqsnahkan o

Pe_] abat / Pegawa1

?Pésaiils,' S

spektur selaku Ketua UPG

BABV |
‘PENGAWASAlN‘ i
*-Pasal 14 & ‘

Keteni;uan lebih lan_]ut mengena1 tata cara pelaksanazm wewenang dan kewapban
-~ UPG ditetapkan oleh In ’ :

Negen atau plhak ketlga yang mengetahm adanya

pelanggaran terhadap Peraturan Bupat1 ini, ‘agar segera melaporkanr

kepada UPG seca

Pejabat/ Pegawa_l

PD /UPT.

dlmaksud pada a

ra langsung atau melalm pos /1 e-mail Sekietariat UPG.
yat (1) dl_]amm kerahasmannya L

fPasal- 15

atau pzhak ketlga ‘yang melaporkan sebagazmana - |

Kepala PD bertanggung;awab atas pelaksanaan pengendahan gratlﬁka31 d1 8

o (2) Inspektur bértanggung Jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendahan :

- ®

Q)

3)

penenmaan dan

akhlr bulan Juni

igratlﬁkam d1 lingkungan pemenntah Kabupaten Bombana. ,
Inspektur melaporkan hasﬂ pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat‘ o
(2) kepada Bupatl S : S

Pasal 16

atau pemberzan gratifikasi secara penodlk

dan akhir bulan Desember setiap tahun.

Surat pernyataan dlsampa1kan kepada Bupat1 ‘meralui UPG

Untuk pertama kah kewajiban membuat surat pemyataan sebagalmana

o dlmaksud pada ayat {1) dﬂakukan d1 hngkungan PD yang menjalankan
L fung31 pelayanan ‘ R Pl ;

pubhk

Seluruh Pegawa1 Negerl 31p11 d1 L1ngkungan pemermtah Kabupaten" -
Bombana waJ1b membuat surat pemyataan tentang penolakan o

Surat Pernyataan dibuat pahng sedikit 2 (dua) kali dalam setahun pada' o

)

7y




: (5) Pengawasan

, képatuhan atas kewajlban sebagalmana dlmaksud pada ayati'ﬂ' ’
; (1) dlIaksanakan oIeh Inspektur o ~ , ;

BAB VI

PERLINDUN GAN DAN PEN! GHARGAAN

Pasal 17

(1) Pelapor berhak mendapatkan perhndungan hukum yautu ; .
U | ‘a. perhndungan dari tindakan balasan - atau perlakuan yang ber31fat;

adrmmstratlf kepegawalan yang tldak ob_]ektlf dan merug‘kan Pelapor e
namun hdak terbatas pada penurunan penngkat jabatan, penurunan
pen1la1an kmeda pegawai, usulan pemmdahan tugas/ mutas1 ‘atau
, hambatan karir lainnya; - ’ : -
b pemmdahtugas‘an / mutas1 bag1 Pelapor dalam hal tlmbul 1nt1m1da31 atau :
“ancaman fisik; U o

bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

d keraha31aan 1d1ent1tas e _ L e
Dat‘erah “wajib membemkan perhndungan ~ terhadap
PeJabat/Pegawm yang menyampajkan laporan gratlﬁkam sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1. ‘ D
Daerah dllarang membenkan perlakuan d1skr1m1nat1f atau
tlndakan yang meruglkan Pe_]abat/ Pegavva1 Negen yang melaporkan

i @ Pemermtah

- . (3) Pemenntah

gratlﬁkas1

',',",(4)Da1am hal'

‘ PeJ abat / Pegawa1
dapat memlnta perhndungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan
i ‘Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan :
S peraturan perundang—undangan yang berlaku. o SR
: (5) Pelapor menyampaxkan permohonan secara tertuhs kepada Bupat1 melalul
%(etua UPG dengan dltembuskan kepada KPK.. ' :

| IETENRN

terdapat " ‘ancaman B ﬁs1k ’dan:/ ataur psikis’ ,kepada; -
egeri karena melaporkan gratiﬁkasi Pejabat/Pegawai. S

k, Pasal 18

(1) Pe_]abat/ Pegawa1 Negerl yang mematuh1 ketentuan pengendahan gratl{zkas1 o

dapat d1perh1tungkan men_]adl faktor penambah dalam pemlalan kinerja. -

(2) Pemlatan klner_]a
o pertlmbangan dalam kebl_]akan promosi pegawal atau pemberian insentif.

(3) 1 Pelaksanaan pen11a1an klnexja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan :

ayat (2) dﬂaksanlakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang— |

S undangan

Pelanggaran yang
' Peraturan Bupat1

perundang—undangan

ini,

sebagaimana . dlmaksud pada ayat (1) dapat dljadlkan e

ZSANKSI T
Pasa.l 19’ ,

dllakukan oleh PeJabat/ Pegawal Negen terhadap ketentuan

dlkenakan sank31 sesua1 dengan ketentuan peraturan




BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Blaya yang dlperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupau ini dlbebankan pada ‘
Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten Bombana o

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2 1

Peraturan Bupat1 1n1 mulai berlaku pada tanggal d1undangkan :

Agar set1ap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan

Bupatz ini dengan penempatannya dalam Berzta Daerah Kabupaten Bombana
| Dltetapkan d1 Rumb1a

[T PARAF KOORDINASI ]  Pedatangeal § Maret - 2018
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pada tanggal 3 MM“"’K 2018
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